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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang

&

tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun berjalan, maka
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

14 48

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5515);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



21,

22.

23.

24.

29,

26,

27.

28.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(COVID - 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional;



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor S Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
Nomor 2);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 6);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp. 4.084.708.188.953,17
b. Berkurang (Rp. 562.298.684.282,84)
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 3.522.409.504.670,33

setelah Perubahan

2. Belanja Daerah:
a. Semula Rp. 6.404.502.179.188,94
b. Berkurang (Rp. 679.284.163.206,35)
Jumlah Belanja Daerah setelah

Perubahan Rp. 5.725.218.015.982,59



3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 2.319.793.990.235,77
2) Berkurang (Rp. 116.985.478.923,51)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 2.202.808.511.312,26
setelah Perubahan
b. Pengeluaraan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 00,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 2.202.808.511.312,26
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp. 843.284.521.811,63

2) Berkurang (Rp. 274.712.950.062,30)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubaha Rp. 568.571.571.749,33
b. Dana Perimbangan:

1) Semula Rp. 2.611.602.871.772,00

2) Berkurang (Rp. 304.153.988.865,00)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 2.307.448.882.907,00
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 629.820.795.369,54

2) Bertambah Rp. 16.568.254.644,46

Jumlah Lain - lain Pendapatan
Daerah yang Sah setelah

Perubahan Rp. 646.389.050.014,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 147.155.968.301,00

2) Berkurang (Rp. 31.672.711.250,00)

‘;‘;‘l‘l’::’hap:‘iak DRAEAT Sereran Rp.  115.483.257.051,00
b. Retribusi Daerah:

1) Semula Rp. 76.745.486.779,65

2) Berkurang (Rp. 42.477.967.340,01)

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp. 34.267.519.439,64
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp. 133.023.231.640,00

2) Berkurang (Rp. 112.036.343.874,00)

Jumlah Hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang Dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 20.986.887.766,00
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d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 486.359.835.090,98

2) Berkurang (Rp. 88.525.927.598,29)

Jumlah Hasil Pengelolaan

iitﬁ;ﬁmﬁ:nw‘g Hipisalien Rp.  397.833.907.492,69

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

1) Semula Rp. 1.231.811.570.000,00

2) Berkurang (Rp. 160.881.511.093,00)

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak setelah

Perubahan Rp. 1.070.930.058.907,00
b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula Rp. 986.465.055.000,00

2) Berkurang (Rp. 96.449.403.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 890.015.652.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:

1) Semula Rp. 393.326.246.772,00

2) Berkurang (Rp. 46.823.074.772,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 346.503.172.000,00

(4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 98.495.600.000,00

2) Bertambah /Berkurang Rp. 00,00

Jumlah Pendapatan hibah

setelah Perubahan Rp. 98.495.600.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
3) Semula Rp. 124.864.467.369,54

4) Berkurang (Rp. 5.561.323.855,54)
Jumlah Dana Bagi Hasil dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya setelah Perubahan Rp. 119.303.143.514,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 39.259.418.000,00

2) Bertambah (Rp. 13.357.696.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp. 52.617.114.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

1) Semula Rp. 00,00

2) Bertambah Rp. 13.300.015.500,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 13.300.015.500,00



(1)

(2)

e. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 367.201.301.000,00

2) Berkurang (Rp. 4.528.133.000,00)

Jumlah Pendapatan Lainnya

setelah Perubahan Rp. 362.673.177.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula Rp. 2.218.647.317.430,00

2) Bertambah Rp. 423.267.214.636,49

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 2.641.914.532.066.49
b. Belanja Langsung:

1) Semula Rp. 4.185.854.861.758,94

2) Berkurang (Rp. 1.102.551.377.842,84)

Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan Rp. 3.083.303.483.916,10
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp. 1.250.469.009.994,00

2) Berkurang (Rp. 183.596.971.953,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 1.066.872.038.041,00

Belanja Subsidi:

1) Semula Rp. 223.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 223.000.000,00

Belanja Hibah:

1) Semula Rp. 229.046.639.021,00

2) Berkurang (Rp. 8.142.244.775,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 220.904.394.246,00

Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp. 40.705.500.000,00

2) Bertambah Rp. 6.333.500.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 47.039.000.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa:

1) Semula Rp. 22.586.345.515,00

2) Berkurang (Rp. 5.615.067.862,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa setelah

Perubahan Rp. 16.971.277.653,00



)

(1)

()

f.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa setelah Perubahan

Belanja Tidak Terduga:
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan

672.416.822.900,00
58.066.546.871,00)

Rp. 614.350.276.029,00

3.200.000.000,00
672.354.546.097,49

Rp. 675.554.546.097,49

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja Pegawai:

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

Belanja Modal

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan

373.387.630.704,88
1.098.191.127,46)

Rp. 372.289.439.577,42

1.394.124.299.917,54
242.717.478.653,04)

Rp. 1.151.406.821.264,50

2.418.342.931.136,52
858.735.708.062,34)

Rp. 1.559.607.223.074,18)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a.

Penerimaan:
1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

Pengeluaran:
1) Semula Rp.
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan

2.319.793.990.235,77
116.985.478.923,51)

Rp. 2.202.808.511.312,26

0,00
0,00

Rp. 00,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya:

1) Semula Rp.
2) Berkurang (Rp.

2.319.793.990.235,77
116.985.478.923,51)



Jumlah Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun Anggaran

sebelumnya setelah Perubahan Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

a.

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Investasi

Jangka Panjang Non Permanen

setelah Perubahan

Rp. 00,00

Pasal S

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri

dari:
1.

o

10.

11.

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah,;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Ini;

2.202.808.511.312,26



s 14 <

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

©)

Pasal 6

Keadaan darurat sckurang-kurangnya memenubhi Kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara:

a. menggunakan dana darurat hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA Perangkat Daerah.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaiman dimaksud pada

ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP Perangkat Daerah.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
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(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP Perangkat Daerah
untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA Perangkat Daerah oleh PPKD
setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

ANNA MU’ AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

J Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 205-12/2020.



